bat

WOV,

NUPATI MANOKA SELATAN

PROWING KEPULAUAN ANGEA DETITUNG

PERATURAN IUPATI BANGRKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIST PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGRA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah vang

lebih proporsional, efektfl dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan
organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka
Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 avat (2]

o

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi MNomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil
penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
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Undang-Undang Nomor § Tahun 2003 tentnng Pembentukan
Knbupaten Bangka Selninn, Kabupaten Bangka Tengah,
Eabupaten Banghka Bami, dan Kabupaten Belitung Timur di
Movinsi  Kepulnuan  Bangka  Delfiung  (Lembaran  Negoara
Republik  Indonesin - Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Neganrn Repulilik Indonesin Nomor 4208,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil
Megara (lembaran Negara Hepublik Indonesla Tahun 2014
Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Momor 5404);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terekhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Folisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205,

Peraturan Mentern Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Biokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tenlang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);

Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Bickrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546];
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Menctapkan

9.

Peraturan Daernh Knbupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Bangkn Selatan Tahun 2016 Nomar 17), sebagnimana telah
diubah dengnn Peraturan Daermh Knbupaten Bangka Selatan
Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Knbupaten Bangka
Selatan Tahun 2021 Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG DRGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGEA
SELATAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah tonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4, Sekretaris Dacrah adalah Sekretarls Daerah  Kabupaten

Bangka Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnva disebut SATPOL
PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai
tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemenntahan di
bidang ketenteraman dan  ketertiban umum  seria
perlindungan masyarakat vang menjadi kewenangan daerah,
HKepala Satuan adalah Kepala SATPOL PP Kabupaten Bangka
Selatan.

Sekretaris Satuan adalah Sekretaris SATPOL PP Kabupaten

Bangka Selatan.
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O hepala Didang adalal Kepala Widang  pada BATPOL 1P
Ratspaten Mangha Selatan

10 hepala Sulisagian adalaly Kepala Subilingion pode Sekretariag
BATIUM, IPT* Katwipaten Planplo e latan

11 hepala Sekal nidalanh adalal Kepmla Sebo pada Didang SATPOL
M Kabupsaten Pangkn Selaton

12 Aparatir Sipil Negara vang selanjutnyn diselat ASN sdalah
profest bagl pegawal negerl slpil dan pegawal  pemerintak
dengann  perianjginn kerjn - vang bekerja  pada  instans
prmerinialy

13 Kelompok Jabatan Fungsional adalah  kumpulan  jabatan
fungsionnl yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagl dalam herbagal

kelompok sesuni keahlinn,

BABR Il
KREDUDURAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Keaatu
Satuan Polisi Pamong Praja

Pagal 2
(1] SATPOL PP Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertban emum
serta perlindungan masyarakat.
(2] SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
SATPOL PP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan
daerah,

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, SATPOL PP menyelenggarakan fungsi :
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perumusan kebijakan di bidang ketenternman dan ketertiban

umum serin perlindungan masynrakat;

. pengoordinasian  pelaksanann  lebijakan i Didang

ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta perlindungan
mnaynrokat;

pengoordinasinn  pelnkaanaan - [ugas, pembinaan,  dan
pemberian  dukungan administrasi kepadn  selurub  unsur
dilingkungan Satuan;

penunganan gangguan ketenteraman dan ketertiban  wmim
dalam Kabupaten;

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat);

pelayanan informasi, pencegahan, penyelamatan dan evakunsi
terhadap bencana;

penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan
kebakaran dan non kebakaran,

pengelolaan barang milik daernh yang menjadi tangeung jawak
Satuan,

pemantauan, evaluast dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di
bidang ketenteraman dan ketertiban umum seria perlindungan
masyarakat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati,

Pasal 5

{1} Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :

{2)

a. HKepala Satuan;
b. Sekretaris Satuan, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
¢. Bidang Penegakan Perundang-undangan;
d. Bidang Ketenteraman dan Hetertiban Umum;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
. Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Bagan Struktur Organisasi SATPOL FP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
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(3)

Haglan Kedun
Sekretarint SATTOL PP

Pl
Seketarint BATPOL PP yamg diptmpln oleh Sekretarls Satuan

aebagabivnnn  dimakend  dalam Pasal 5 oyat (1) huea! b

mempinynd agns menyelenggnenkan  koovilinasd pelalsan non

Migas, pereneanoan, pengangearan  dan evalunsd  kinerfn,

pembinnnn reformasd bivokmmal, don pembedonn dukungan

administraal  keunngnn, administrosd  umum,  adminisiosd
kepepmwninn, jasn penunjang, don pengelolnan boarang millk
daerah,

Dalam melnksannkan tugns schagaimann dimnksod pada nyat

(1), Sekretarint SATPOL PP menyelenggnrakin fungs:

n, pengeordinasian keglatan dan pelnksanann tugns SATPOL
PP

b, pengoordinasian  dan PENyUSUNAN perencRnaan,
penganggaran, dan evaluasi kinegja SATPOL PP

e. pengoordinasian dan pemberian dukungan adminisirasi
keunngnn SATPOL PP,

d. pengelolaan  administrasi  umum, jasa  penunjang,
kerumahtanggaan, kehumasan, kera sama, kearsipan
dan dokumentasi SATPOL PR

e, pengelolaan administrasi kepegawaian SATPOL PR;
pembinaan  reformnsi  birokrnsi, penatann  orgnnisasi,
pelavanan publik dan tatalnksana SATPOL PF;

g. pengelolaan  administrasi  barang  milik  daerah  dan
pengadaan barang dan jasa Dinas;

h. penpgoordinasian  monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanann tugas SATFOL PF; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Sntuan.

Sekretaniat SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayval (1)

terdin atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b, Subbagian Keuangan; dan

¢. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan,
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Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawsian sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) hurufl n mempunyai tugas :

.

melaksannkan pengelolann jnsa  penunjang, administrasi
umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler,
kerumahtanggnnn, arsip don dokumentasi SATPOL PP,
mengeloln administrasi barang milik daerah dan pengadaan
barang dan jasa pada SATPOL PF;

mengelola pemeliharann barang milik daerah, gedung, rumah
jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana pada
SATPOL PP}

mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi,
pelayanan publik dan tatalaksana pada SATPOL PP,
menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan
disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup
SATPOL FF;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris
Satuan.

Pasal 8

Subbagian Keuangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat

(3) huruf b mempunyai tugas :

a
b.

menviapkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN,

menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN,
dan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada
SATPOL PF,

melaksanakan  penatausshaan dan  pengujian /verifikasi
keuangan pada SATPOL PR,

mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Satuan, dan
menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan,
mengpordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/
triwulanan/semesteran dan laporan kewangan akhir tahun
angparan, serta laporan prognosis realisasi anggaran;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegintan
Bubbagian Kevangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Saluan.

Carrdy’ despn Comfcme e



[iminl

Subbagion Pereneanoan done Pelaporan sebngainsnn chninlemined

dlalavens Prwinl € vt [3) barul o mempanyal fugas |

I,

L

h.

(1

12

ENV s e wivelepin  din  rencan kerjn tinlnan
BATIMOL Iy

ey reneann progoam, kegintan, don noggann gk
SATIOL 1Y

melaksanakan koordinas! don penyusunan dokumen BRA dan
dokumen perubahan REA SATPOL '

melaksanakinn  koordinasl  dan  penyusunan - DA
perubnhan DPA SATPOL PP

mengoondinasikan penyusunnn Inpornn capainn kinerjn dan
ikhtisar renlisasi kinerjn SATPOL P

menyusun lapornn nkuniabililtas kinera, LPPD, dan LKRJ,
SPM lingkup Satunn sesuni pedoman dan ketentuan Yang
berlaku;

melnkannakan monitoring dan evaluasi kinerga Satuan; dan
melaksanakan tugas Jain yvang diberikan olch Sekretaris

ilnn

Satunmn,

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-undangan

Pasal 10
Bidang Penegakan Perundang-undangan  sebagaimana
dimaksud datam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas
menvelenggarakan  penyusunan  kebijakan,  sosialisasi,
pelaksnnann, penanganan, koordinasi, dan pengawasan
penegakan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tupgas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1, Bidang Penegakan Perundang-undangan
menyvelenggarakan fungsi ;
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di  bidang
penegakan perundang-undangan;
b. sosialisnsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

a.

Bupati;
¢, pengawasan Atas kepatuhan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
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d penanganan atas pelanggnian Perituran Daerah dan

Peraturnn Papiti,

koordinasl dan pembinaan Penyilik Pegawal Negerd Sipil

(PINE| Knbupusten,

[ hosorvbinam pelakannaan peoegakan Peeaturan Daevah dan
Peraturan Dupatl dengan TN, POLEL, Kejakaann Negerl

dan Pengndilan yang berada di daeral Knbupaten; dan

g pelaknannan  fungsl  Inin  yvang iliberikan oleh  Kepala

Snptvnn,
IHdang  Penegnkan  Perundang-undangan

dimaksud pada ayat (1), terdini ntas
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan

woe b i drrn rin

b. Scksi Penyelidikan dan Penyidik.

Pazal 11

Srksi Pembinann, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat [3) huruf A mempunyai tugas :

b.

menyusun rencana penegakan Peraturan Daerah  dan

Peraturan Bupati;

menyiapkan bahan, pembinaan dan
peraturan perundang-undangan Daerah;
melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan

penyebarluasan

Peraturan Bupati;
menyiapkan standar operasional prosedur dan kode etik

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupats,
melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur,
atay badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 12

Seksi Penvelidikan dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3] hurul b mempunyai tugas !

b,

melaksanakan penyelidikan terhadap masyarakal, aparatur,
atau badan hukum vang diduga melakukan pelanggaran atas

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

penanganan  alas pelanggaran  Peraturan

melaksanakan
Daerah dan Peraturan Bupati;
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(1]

(2)

koordinasi dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS] Kabupaten;

melnksanakan penyidikan oleh pejabat penyidik (PPNS Pal PT
dan PPNS peranpkat daerah lainnya) terhadap pelanggamn
atan ketentunn Peeaturan Daerah;

koordinasi pelnksannnn penegakan Peraturan Daerah dan
Pernturan Bupati dengan TNI, POLRI, Kejoksann Negeri dan
Pengadilan yang berada di daerah Kabupaten; dan
melpksanakan tugas lnin yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pasal 13

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas

menyelenggarakan pencegahan, penindakan, koordinasi dan
kerjasama penanganan gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyaralat,

Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

menyelenggarakan fungsi :

a. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum daerah Kabupaten;

b. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa;

c. koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

d. peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP termasuk dalam
pelaksanann tugas yang bernuansa HAM;

e, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik
pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum;

{. pengadaan dan pemcliharaan sarana dan prasarana
ketenteraman dan ketertiban umum;

g penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat; dan

h. pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Satuarn.
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(3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat 1), terdiri atas :
a. Seksi Operasi; dan
b. Scksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 14

Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

huruf & mempunyai tUgas :

a. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,
pembinaan dan penyuluhan;

b. melskukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa;

¢. menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas Yang memiliki
dampak sosial vang luas dan resiko tingg dengan TNl dan
POLRI;

d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana ketenteraman dan ketertiban umum; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pazal 15
Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3} huruf b mempunyai tugas :
a. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum melalui patroli, pengamanan, dan

pengawalan;
b. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP

termasuk dalam pelaksanaan tugas vang bernuansa HAM,

c. menyiapkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam
teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum;

d. menyiapkan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum tingkat Kabupaten;

e. menyusun SOP ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat; dan

{. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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3

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 16
Bidang Perlindungan Masyarakat sehagaimana dimaksud
delam Pasal 5 ayat [1) hurul e mempunyai tUgas

menyelenggarnkan  penyusunan  kebijakan, pelaksanaan,

koordinasi, pemberdayaan, dan pembinaan perlindungan

masyarakal.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelengearakan

fungsi :

a. penyusunan kebjjekan penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

c. koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat
dengan instansi terkalt tingkat Kabupaten;

d. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam ranghka
keterteraman dan ketertiban umum;

e. pembinaan dan peningkatan kapasitas  satuan
perlindungan masyarakat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan,

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada gyat (1), terdini atas

&. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 17

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3| huruf & mempunyai tugas ;

a.

menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan rencana
penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat
tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten;
menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat;
memberikan bantuan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan Kepala Daerah;
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c.

$:

melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas satuan

perlindungan masyarakat; dan
melaksannkan tugns lnin yang diberikan oleh Kepaln Bidang,

Pasnl 18

Sekai Binn Potensi Masyarakat sebagnimana dimaksud dalam

Pasnl 16 ayat [3) hurul b mempunyai (Ugas ;

.

b.

{2}

menyiapkan bahan kebijjakan dan penyusunan rencand teknis
bina potensi masyarakat;

melaksannkan koordinasi penyelenggaraan  perlindungan
masyarakat dengan  instansi/lembaga  terkait tingkat
Kanbupaten;

melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat
dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat melalui
pembantuan pencegahan kerawanan, keamanan, dan
kegiatan sosial masyarakat:

melaksanalkan pemetaan pengembangan potensi sumber daya

perlindungan masyarakat; dan
melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Pasal 19

Bidang Kebakaran dan  Penanggulangan  Hencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f
mempunyai [ugas menyelenggarakan pelayanan informasi,
pencegahan, penyelamatan, evakuasi, operasi pencarian dan
pertolongan terhadap bencana dan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

menyelenpgarakan fungsi :

a. pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten;

b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana,
pelayanan penyelamatan dan evakunsi kerban bencana;

d. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
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L |

pencegnhan, pengenilalinn, pemaddninni,

penvelnmntan kebakoran,  serin penangannm [iaeliann

berhnhavn  din beracun kebnkiaean  dalam daemb

Kabupaten,
. inspeksi peralotan proteksd kebalormn i Invent gl

kejaclinn kelsnknran;

g pembenliyaim masyprnlont dalarm
pencarian  dan  pertolongan

peneegalinn kelbia ke,

h. penyvelenggarann - opernal

terhadag kondisi membahaynkan mmnmiindig dnn

i, pelaksannnn  fungsl lain  yang diberikan  oleh  Kepola

Satuan,
Bidang  Kebakaran  dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri ntis ;
n. Seksi Kerjn Sama dan Penanggulangan Beneana; dan

Penanpgulangnn Hemeani

b, Scksi Penanggulangan Kebakarmn.

Pasal 20

Seksi Kerja Sama dan Penanggulangan Bencana scbagrimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3} huruf a mempunyai tugas :

H.

melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana, «an

sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi mwan bencana
Kabupaten;

menyusun rencana penanggulangan, rencana kontijensi,
pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten;

melaksanakan pengendalian operasi, penyediaan sarana

prasarana, dan penyediaan  peralatan perlindungan
kesiapsiagaan terhadap bencanaj

melaksanakan penanganan pasca bencana, pengelolaan
rigiko bencana,

melakukan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan
dan kesiapsiagaan, dan gladi kesiapsiagaan  terhadap
bencana;

melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah
soonosis, darurat bencana, dan bencana non alam epidemi/
wahah penyakit;

melakukan pencarian, pertolongan, evakuasi dan penyediaan
logistik penyelamatan korban bencana;
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h.

Seksi Penanggulangan
Pasal 19 avat (3] hurufb mempunyai HIEAS -

.

menyiaphk ,
viapkan penyusunan regulasi, penguatan kelembngnarn,

kerjin ~ sama  antar  lembagn  cdan kemiteann  dalam

penangulangan beneann;

melaksanonkan pembinann dan  pengnwasan |:rlmrim'."|l’-l'li-:-|ll'l

bencana, don pengelolann siatem informanl kebeneanaan;
Kepaln Bidang,

melnkaanakan tugns lnin yang dliberikan oleh

Pasal 21
Kebakarnn scbagnimann dimaksud dalam

aman , dan pengendalian

melaksanakan pencegahan, pematl

kebakaran dalam Kabupater,
Jamatan dan evakuasi korban kebakaran

melaksanakan penye
hahan berbahaya dan

dan non kebakaran, scria penanganan
beracun kebakaran,
melaksanakan pengadaan dan stand
prasarans pencegahan, penanggulangan
pelindung diri;

pemadam kebakaran, dan

melakukan pembinaan aparatur
an dan pertolongan terhadap kondisi

arisasi sarana dan
kebakaran dan alat

aparatur pencari

membahayakan manusia;

ggarakan kerja sama dan koord
an in

inasi antar daerah,

menyelen
dan pengelolaan sistern komunikasi d formasi kebakaran

dan penyclamatan;

akukan inspeksi pendataan dan penilaian sarana

mel
prasarana proteksi kebakaran,
melakukan investigasi, penelitian dan pengujian penyebab

kejadian kebakaran;
melaksanakarn pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, serta relawan pemadam

kebakaran,
menjrelenggarakan operasi pencarian dan
terhadap kondisi membahayakan manusia; dan

ang diberikan oleh Kepala Bidang.

melaksanakan tugas lain ¥

vk e pun Garn o mr



agan Ketuijuh
Kelormpad Jabatan Fungaornal

Paaal JJ
DV linghungan SATIOL T dapai ditetaphan jabatan hangatonal
eraiini denpan kebuiluban dan pelaksanasnmya dilnkiikan sesual

dengan ketentuan peratumnn perindang wndangin

Al

(2

{3

(1

(2)

(1)

(2]

Pasnl 23

Kelompok Jabatan Fungstonal sehagalmana dimalksud dalam
Pasal 22, tenditl nins berhagai jenis fabatan fungsional sesumi
hidang keahlinnnya yYang pengangkatannyn  sesual dengan
ketentuan peraturmn perundang-undangan.

Jumlalh  Kelompok Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
vang didasari atas analisis jabatan, dan analisia beban kena
Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimani
dimaksud pada ayvat (1) sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Yang mengatur jabatan fungsional

masing-masing.

BAB I
TATA KERJA

Pasal 24
SATPOL PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemenntah.
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara
berjenjang oleh semua unsur di lingkungan SATPOL PE.

Pasal 25
SATPOL PP harus menyusun proses hisnis  yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektil dan efisien
antar unit organisasi di lingkungan Satuan.
Proses lisnis antar unit organisasi dilingkungan Dinas
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Satuan.
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Pasal 26
SATPOL PP menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil
pelaksanann wurusan pemerintahan  di  bidang administrasi
ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan

masyarakat secara berkaln atau sewakiu-wakiu dibutuhkan.

Pasal 27
SATPOL PP harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis
jabatan, analisis beban kerja, clan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di lingkungan SATPOL FT.

Pasal 28
Setiap unsur di lingkungan SATPOL PP wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
SATPOL PP maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29
Semua unsur di lingkungan SATPOL FP harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-mAasing
gesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1] Setiap pimpinan unit organisasi  bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai
dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2} Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
ggar mengambil langkah yang diperlukan gesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3
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12

(3

(4}

131

(1}

12)

Pasal 32

Setinp  pimpinan satuan onganisasl wajih mengiluti dan

mematuhi petunjuk dan bertnogguing jawaly kepadn atasan

maging-masing dan  menyampailan faporan kinerjn #eCArA

berkaln tepat pada waktunya.

Setinp laporan yang diterima nleh plmpinan unit organisasi
n dipergunakan ne lgad

dari bawnhannya, wajib diolah da
lebil Innjut dan untuk

bahan untuk penyusunan laporan

memberikan petunjuk kepada bawnhannya.
Dalam menyampaikan laparan kepada atasan, tembusan

wajib disampaikan kepoda pimpinan unit organisast

laporan
kerja.

lnin yang secara fungstonal mempu nyai hubungan

BAB IV

JABATAN, PENGANG KATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33
Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama

atau jabatan struktural eselon [b.
Sekretaris Satuan merupakan jabatan administrator atau

jabatan struktural eselon [ia.
Kepala Bidang merupakan jabatan ad ministrator atau jabatan

struktural eselon ITlb.
Kepala Sub Bagan merupakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural esclon IVa.
Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan

struktural eselon [Va.

Fasal 34

Pejabat pimpinan finggi pratama dan pejabar administrasi
diangkat dan diberhentikan sesual  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pejabat fungsional dianghkat dan diberhentikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pejnbat yang ada tetap menduduki jabatannys

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Ppsal 35
dnn melaksanakan

tugasnyn sampai dengan  ditetapkannyd pejabat  yang baru
berdasarkan Pernturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

.

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selaran Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan
Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka
SBelatan Tahun 2019 Nomor 24; dan

Peraturan Bupati Bangka Selatan N
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural pade Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Kabupaten Banglka Selatan Tahun 2016 Nomor 46),

omor 46 Tahun 2016

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Tanald 47
I -
rnturan Manpsats inni milnd berlaku poila Favin gl dinmilanghan

ARM wetinp orang mengetalinen, memerintahkan et g

Peratutan Mupati i dengan penempatannys dalam Ferita [Inerah

kabupaten Rangks Selatan

DHtetaplkan i Totwnlh
pada tangam| g1 Desember 2041

II‘HTT HANGKA SELATAN,

il

/IH' PA ITFH'IM rn '

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ¥ Desember 2021

Pi. SEKRETARIS DAE
i‘ KABUPATEN
|

SELATAN,

IS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
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